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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

 Fathah dan wau Au a dan u وَْ... 

Contoh: 

 kataba   كَتَبَ  -

 fa`ala  فَ عَلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa   كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ... 

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan وُ... 

wau 

ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu   يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 /al-madīnah al-munawwarah الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ   -
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al-madīnatul munawwarah 

 talhah    طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birru  البِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf 

syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu    الرَّجُلُ  -

 al-qalamu  الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu  الشَّمْسُ  -

 al-jalālu  الَْْلَالُ  -
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 
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 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْرٌ رحَِيْمٌ  -

عًا  - ي ْ  /Lillāhi al-amru jamī`an  لِِلهِ الأمُُوْرُ جََِ

Lillāhil-amru jamī`anv 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu 

disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain). Dan kepada Tuhan mu lah engkau berharap” 

(Q.S. Al-Insyirah 6:8) 
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ABSTRAK 

 

Nabila, Dwi Putri. Analisis Penerapan Akad Istishna’ dalam Pemesanan 

Baju pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah.Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri K.H. Abdurrahman Wahid. Jumailah. M.S.I. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pemesanan 

baju pada usaha jahitan rumahan yang dilakukan tanpa memperhatikan 

prinsip-prinsip akad dalam ekonomi syariah. Salah satu akad yang sesuai 

dengan praktik pemesanan adalah akad Istishna’, yakni akad jual beli 

barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria tertentu yang disepakati 

antara pemesan dan produsen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis mekanisme akad pemesanan baju pada usaha jahitan di 

Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, serta menilai kesesuaiannya 

dengan ketentuan akad Istishna’ dalam perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai 

pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) bersifat 

normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam dengan pelaku usaha jahitan dan konsumen, 

sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur, fatwa DSN-MUI, 

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Teknik analisis data 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha jahitan di 

Kelurahan Jenggot telah menerapkan akad Istishna’ dalam praktik 

pemesanan baju, dengan mencantumkan spesifikasi produk, kesepakatan 

harga, dan estimasi waktu penyelesaian. Secara umum, praktik ini telah 

sesuai dengan prinsip syariah, namun diperlukan peningkatan dalam 

aspek kejelasan akad dan perlindungan konsumen agar terhindar dari 

unsur gharar (ketidakjelasan)  dan sengketa. 

 

Kata Kunci: Akad Istishna’, Gharar (ketidakjelasan), Usaha Jahitan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Transaksi jual beli merupakan bagian penting dalam 

muamalah Islam dan menjadi aktivitas ekonomi yang diatur 

secara jelas dalam syariat. Dalam Islam, jual beli tidak hanya 

diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan selama dilakukan dengan 

prinsip keadilan, kejelasan, dan saling ridha. Seiring 

berkembangnya kebutuhan manusia, bentuk dan mekanisme jual 

beli pun ikut berkembang, salah satunya adalah akad Istishna’, 

yaitu jual beli barang pesanan yang proses produksinya dilakukan 

setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.1 

  Menurut Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa 

Adillatuhu, akad Istishna’ merupakan kesepakatan antara 

pemesan (mustashni’) dengan pembuat (shani’) untuk 

memproduksi barang tertentu berdasarkan spesifikasi yang 

disepakati. Barang tersebut belum tersedia saat akad, namun akan 

dibuat sesuai perjanjian. Keunikan akad ini adalah fleksibilitas 

dalam pembayaran boleh dilakukan di awal, bertahap, atau di 

akhir. Akad Istishna’ termasuk kategori akad istimewa dalam 

fiqih muamalah karena sering digunakan dalam produksi barang 

yang kompleks dan spesifik.2 

Secara normatif, akad Istishna’ telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 133–138, 

yang mengharuskan adanya kejelasan dalam spesifikasi barang, 

waktu penyerahan, serta harga yang disepakati kedua belah 

pihak. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 juga 

menetapkan bahwa akad Istishna’ boleh dilakukan asalkan 

memenuhi prinsip transparansi, kesepakatan bersama, dan tidak 

mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun dzalim. 

 
1 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2017), 1-2. 
2 Wahbah Zuhaili, Fiqh islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 

hlm. 268. 
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Dalam praktiknya, akad Istishna’ banyak diterapkan pada 

usaha berskala kecil hingga besar, salah satunya adalah usaha 

jahitan di Kota Pekalongan. Usaha ini menyediakan jasa 

pembuatan pakaian berdasarkan permintaan konsumen dengan 

sistem pre-order. Konsumen menyampaikan permintaan 

spesifik, seperti ukuran, jenis bahan, dan model desain melalui 

interaksi langsung maupun melalui media sosial seperti 

Instagram dan Shopee. Setelah disepakati, pihak usaha jahitan 

akan meminta pembayaran uang muka sebelum proses produksi 

dimulai.3 

Meskipun secara umum praktik ini mencerminkan konsep 

akad Istishna’, namun terdapat beberapa temuan awal yang 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip 

syariah sebagaimana diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. 

Beberapa di antaranya adalah tidak adanya kejelasan tertulis 

mengenai spesifikasi barang, tidak adanya perjanjian waktu 

penyerahan yang pasti, dan minimnya dokumentasi mengenai 

hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, mekanisme 

pembayaran uang muka juga sering tidak disertai bukti atau akad 

yang sahih secara syariah, yang berpotensi menimbulkan unsur 

gharar dan ketidakadilan.4 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji akad 

Istishna’ dari berbagai sudut pandang. Ihsan Aji (2021) mengkaji 

penerapan akad Istishna’ pada usaha mebel di Ponorogo namun 

belum menyentuh konteks usaha jahitan. Murtasimah (2024) 

meneliti akad Istishna’ pada usaha katering, namun belum 

membahas penerapannya pada produk non-makanan seperti 

pakaian. Sementara itu, Jannah et al (2024) membahas akad 

Istishna’ dalam e-commerce secara umum, tanpa menyoroti 

aspek praktis seperti kejelasan akad, pembayaran uang muka, 

 
3 Ridwan Nurdin, Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan 

Perkembangannya), (Banda Aceh : Pena, 2010) hlm. 77 
4 Wawancara Hm Design, Jahitan Saerah, Pelaku Usaha Jahitan di 

Pekalongan, di wanwancarai oleh Dwi Putri Nabila, Pekalongan, 2 Juni 2025. 
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serta resiko sengketa dalam usaha jahitan berbasis pesanan.5 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kesenjangan antara teori akad Istishna’ yang ideal 

dengan implementasi praktis di lapangan, khususnya pada usaha 

jahitan rumahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengkaji secara mendalam penerapan akad Istishna’ 

dalam praktik usaha tersebut, agar dapat memberikan kontribusi 

terhadap penguatan praktik muamalah sesuai dengan prinsip 

syariah Islam. 

Agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli dengan 

menggunakan akad Istishna maka harus memenuhi rukun dan 

syarat Istishna, di antaranya yaitu:  

1. Produsen/pembuat (Shani’) 

2. Pemesan/pembeli (Mustashni‟) 

3. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (Mashnu‟) 

4. Harga (tsaman) 

5. Shighat (ijab qabul)6 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Istishna’, 

yaitu: 

1. Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan secara 

rinci spesifikasinya (jenis, ukuran, bahan, dan 

kualitas). 

2. Waktu penyelesaian harus dapat diperkirakan 

meskipun tidak harus disebutkan secara pasti dalam 

akad. 

3. Harga harus disepakati sejak awal akad dan tidak 

boleh berubah kecuali ada kesepakatan baru dari 

kedua belah pihak. 

 
5 Inna Fauziatal Ngazizah, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad 

Istishna’( Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati 

Jepara), Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 6 No.1 2023, hlm 95 
6 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), Cet-1, hlm 97. 
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4. Barang yang dipesan adalah sesuatu yang 

memungkinkan untuk dibuat oleh manusia (bukan 

sesuatu yang sudah ada). 

5. Akad Istishna’ bersifat mengikat sejak disepakati, 

dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali ada 

kesepakatan atau pelanggaran syarat. 

6. Pembayaran boleh dilakukan di muka, di tengah, 

atau di akhir, sesuai kesepakatan. 

Rukun dan syarat akad Istishna sebagaimana dijelaskan 

dalam fikih muamalah, seperti kejelasan spesifikasi barang, 

waktu penyelesaian, serta ketentuan pembayaran, telah 

diterapkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di usaha 

jahitan. Praktik ini mencerminkan kesesuaian teoritis dengan 

akad Istishna, yakni bentuk jual beli pesanan produksi yang lazim 

digunakan dalam industri konveksi. Istishna merupakan salah 

satu dari beberapa jenis jual beli yang diatur dalam Islam, di 

samping musawamah dan salam. Jual beli musawamah adalah 

jual beli biasa yang tidak menyebutkan harga pokok barang 

kepada pembeli, di mana harga ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya membeli pakaian 

di toko tanpa mengetahui harga kulaknya. Sedangkan jual beli 

salam merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran penuh di 

muka dan barang diserahkan di kemudian hari, umumnya untuk 

komoditas pertanian. Berbeda dari keduanya, jual beli Istishna 

memungkinkan pemesanan barang yang belum ada dengan 

spesifikasi tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan di awal, 

secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat misalnya 

memesan seragam sekolah kepada penjahit yang akan 

diselesaikan dalam waktu tertentu. 

Namun, dalam praktiknya, transaksi jual beli dengan 

akad Istishna di usaha jahitan masih ditemukan ketidaksesuaian 

dengan perjanjian awal, seperti terjadinya kesalahan spesifikasi 

barang pesanan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini 

tentu merugikan pihak konsumen. Permasalahan lainnya 

berkaitan dengan pembayaran uang muka sebagai jaminan 
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pemesanan yang dilakukan melalui media sosial, yang 

menimbulkan potensi sengketa apabila tidak diatur dengan jelas. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis bermaksud untuk 

meneliti lebih jauh mengenai proses pelaksanaan akad Istishna di 

usaha jahitan ini. Karena adanya indikasi ketidaksesuaian antara 

praktik di lapangan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi 

syariah, maka penting dilakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Pemesanan Baju 

Pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. 

B. Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1.  Bagaimana mekanisme akad pemesanan baju yang 

diterapkan oleh pelaku usaha jahitan di Jenggot Kota 

Pekalongan? 

2. Apakah praktik akad pemesanan baju tersebut telah sesuai 

dengan prinsip akad Istishna dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan praktik pemesanan baju pada usaha 

jahitan di Jenggot Kota Pekalongan. 

2. Untuk menganalisis akad terhadap praktik pemesanan baju di 

usaha jahitan di Jenggot Kota Pekalongan dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam konsep dan peningkatan khasanah tentang akad 

terhadap pemesanan baju di Pekalongan. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan 

hukum bisnis ekonomi syariah. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan tentang analisa ekonomi dan dasar-

dasar hukum ekonomi syariah berkenaan dengan praktik 

bisnis yang dikategorikan sebagai praktik jual beli 

menggunakan akad Istishna. 

E. Kerangka Teori 

 

1. Teori Jual Beli 

a. Pengertian jual beli 

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata al-

'aqd yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata al-

‘aqd bentuk masdarnya (asal) yaitu ‘Aqada dan jamaknya 

adalah al- ‘uqud yang meiliki arti perjanjian (kontrak) 

yang tercatat. Secara hukum ekonomi syariah (fiqh), akad 

merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan 

kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syara' yang 

menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. 

Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

akibat hukum pokok berasal dari ketentuan- ketentuan 

perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat 

hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang 

ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung 

dan memperkuat akibat hukum pokok.7 

Lafal Istishna’ menurut bahasa berasal dari kata 

 ,kemudian ditambah dengan huruf alif , sin (shana’a) صنع

dan ta’ dan menjadi استصنع (Istishna’) yang meminta 

dibuatkan sesuatu. Yakni meminta kepada seorang ahli 

pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara istilah, 

Istishna’ adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh 

seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan/atau 

jasa (produsen) dengan pembeli (pemesan) untuk 

 
7 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2017), 31 
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melakukan produksi sesuatu menurut apa yang 

diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang 

barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seorang 

produsen. Adapun secara terminologis, Istishna’ 

merupakan transaksi yang melibatkan barang penjualan 

tanggungan dan wajib untuk diproses. Dalam hal ini, 

shanni' sebagi penjual ditugaskan 

Pengertian jual beli menurut Bahasa adalah 

mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan 

benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan 

harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut dengan 

jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, pengertian jual 

beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh 

yaitu: 

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli 

mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus 

yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan 

perak). Kedua, bersifat umum yaitu mempertukarkan 

benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.  

b. Ulama Malikiyah mempunyai dua pengertian. 

Pertama, jual beli bersifat umum adalah transaksi 

tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan 

kenikmatan. Yang kedua yaitu jual beli bersifat 

khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya 

penarik. 

c. Ulam Syafi’iyah menyebutkan pengertian jual beli 

sebagai suatu ikatan yang mengandung pertukaran 

harta dengan harta. 

d. Ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah 

pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan 

manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk 
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selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba 

serta bukan bagi hasil.8 

Dasar hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah 

ayat 275. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah 

SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya 

dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. 

Rukun dan syarat jual beli dalam Islam yaitu yang 

pertama, akad (ijab qabul). Pengertian akad menurut 

bahasa adalah ikatan yang ada diantara penjual dan 

pembeli. Jual beli belum sah jika belum ada ijab qabul. 

Kedua, orang yang berakad (subjek) terdiri dari dua pihak 

yaitu penjual dan pembeli. Orang yang berakad harus 

beragama Islam, berakal, baligh, dengan kehendaknya 

sendiri dan keduanya tidak mubadzir. Ketiga, ma’kud 

‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada 

objek yaitu barang yang menjadi objek jual beli. Barang 

tersebut harus halal. Keempat, ada nilai tukar pengganti 

barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa 

menyimpan nilai, bisa menghargakan suatu barang dan 

bisa dijadikan sebagai alat tukar.9 

b. Macam – Macam Jual Beli 

1) Jual Beli Musawamah merupakan bentuk jual beli 

konvensional yang umum ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam akad ini, penjual dan pembeli 

melakukan transaksi tanpa menyebutkan harga pokok 

atau modal barang. Harga ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak, tanpa transparansi 

mengenai keuntungan penjual. Misalnya, saat 

seseorang membeli pakaian di toko, ia hanya 

mengetahui harga jual yang ditawarkan, bukan harga 

kulak atau modal barang tersebut. Akad ini sah 

 
8 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Berbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2014), hlm. 47-49. 
9 Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, jurnal Bisnis dan Manajemen 

Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 245. 
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selama tidak ada unsur penipuan dan kedua belah 

pihak saling Ridha. 

2) Jual Beli Salam, yaitu bentuk jual beli pesanan di 

mana pembayaran dilakukan secara penuh di muka, 

sementara barang akan diserahkan di kemudian hari. 

Jual beli ini lazim digunakan dalam transaksi 

komoditas pertanian atau barang-barang yang 

spesifikasinya bisa ditentukan dengan jelas sejak 

awal. Dalam praktiknya, akad salam mensyaratkan 

kejelasan mengenai jumlah, kualitas, waktu, dan 

tempat penyerahan barang agar tidak mengandung 

unsur gharar (ketidakjelasan). Contohnya, seorang 

pembeli dapat memesan hasil panen padi kepada 

petani dan melakukan pembayaran penuh saat akad, 

sementara barang akan diterima saat musim panen 

tiba. 

3) Jual Beli Istishna’ merupakan bentuk akad pesanan 

produksi, di mana barang yang dipesan belum ada 

saat akad dibuat, dan akan diproduksi sesuai 

permintaan pembeli dengan spesifikasi tertentu. 

Pembayaran dalam akad Istishna’ bersifat fleksibel, 

dapat dilakukan di awal, secara bertahap, maupun 

setelah barang selesai dibuat, tergantung kesepakatan 

para pihak. Akad ini umum digunakan dalam sektor 

manufaktur atau industri konveksi, seperti pada usaha 

jahitan. Misalnya, ketika seseorang memesan 

seragam sekolah kepada penjahit dengan ukuran, 

model, dan bahan tertentu, maka transaksi tersebut 

termasuk dalam akad Istishna’. 

2. Teori Istishna’ 

Menurut Bahasa berasal dari kata Shana’a yang artinya 

membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta’ menjadi 

istashna’a yang berarti meminta di buatkan sesuatu. Al-

Fairuzzabady menyatakan bahwa arti istisna’ adalah 

“seseorang menghendaki orang lain membuat sesuatu 
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untuknya”. Pengertian secara Bahasa yang berarti pemesanan 

terhadap suatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama 

dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan 

tersebut.10  

Secara istilah Istishna’ adalah suatu akad yang dilakukan 

seorang produsen dengan seorang pemesan untuk 

mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, 

yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang 

produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.11 

Akad Istishna’ tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul 

dari pemesan dan pembuat. Pembeli disebut pemesan 

sedangkan penjual disebut pembuat dan barang yang dibuat 

pembuat dan barang yang dibuat barang pesanan. Misalnya, 

jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, 

pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Menurut 

imam Hanafi akad Istishna’ adalah akad jual beli terhadap 

barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad 

ini bukanlah janji atau akad ijarah atas pekerjaan. Jadi, jika 

pengrajin memberikan barang yang dibuat sendiri olehnya, 

atau barang tersebut ia buat sebelum terjadi akad tapi sesuai 

dengan permintaan, maka barang atas barang tersebut adalah 

dibenarkan. 12  

1. Dasar Hukum Akad Istishna’ 

Akad Istishna’ adalah akad yang halal. Dasar-dasar 

hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad Istishna' 

yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma’. 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama 

telah memberikan penjelasan rinci tentang aturan, 

 
10 Ridwan Nurudin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan), 

(Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 77. 
11 Muhammad Rizki Hidayah, Analisis Implementasi Akad Istishna 

Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor), Jurnal 

Ekonomi Islam, Vol.9, No.1, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Mei 2018, hlm.4.  
12 Wahbah Zuhaili, Fiqh islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 

hlm. 268. 
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termasuk masalah jual beli dengan menggunakan 

sistem pesanan. Seperti dalam (QS. An Nisa: 29) 

dijelaskan bahwa dalam jual beli jika ada unsur 

paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak 

memilih. 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ   يَ رهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تََْكُلُواْا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ يٰآ
اِلََّا انَْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِ نْكُمْْۗ وَلََ تَ قْتُ لُواْا انَْ فُسَكُمْْۗ اِنَّ  

 اللّٓ َ كَانَ  بِكُمْ رَحِيْمًا 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuai dengan jalan perniagaan (jual- 

beli) yang beraku dengan suka sama 

suka diantara kamu. Dan jangalah 

kamu membunuh kepadamu”. 

 

Saling ridho dan percaya diantara kedua 

belah pihak yang melakukan akad merupakan 

prinsip yang digunakan dalam jual-beli Istishna 

dan diantara kedua belah pihak tidak 

diperbolehkan melakukan akad hanya untuk 

kepentingan diri sendiri. 

Akad Istishna' merupakan akad khusus 

(lanjutan) dari akad salam, sehingga pada 

prinsipnya dasar hukum akad Istishna' sama 

dengan akad salam. Jual beli Istishna' sebagai 

kelanjutan dari jual beli salam, perbedaannya 

terletak pada syarat pembayarannya. Pembayaran 

jual beli salam harus dilakukan (langsung) di 

muka, sedangkan pembayaran jual beli Istishna' 

tidak ada keharuskan dilakukan di muka tetapi 
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juga dapat diangsur sesuai kesepakatan13. 

Terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 

282 : 

يَ رهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واا۟ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَآ أَجَلٍ مرسَمًّى  يَآَ
ٌۢ بٱِلْعَدْلِ  

نَكُمْ كَاتِب   فَٱكْتُ بُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب ب َّي ْ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 

apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” 
 

2) Al-Hadist 

Hadis sebagai sumber hukum ekonomi 

syariah kedua setelah Al-Qur'an berupa 

perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan 

dari Rasulullah SAW, sebagai landasan syariah 

umat muslim dikehidupan termasuk dalam 

aktivitas jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan 

sebagian besar ulama fiqih modern menyatakan 

bahwa akad Istishna' adalah akad yang sah dan 

halal. Ulama dari mazhab Hanafi memiliki 

argumen yang berguna untuk memperkuat 

pandangan mereka tentang Perjanjian Istishna, 

berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang 

pernah memutuskan untuk membuat cincin segel 

terbuat dari perak. 

اللَِّّ صلى الله عليه   عنه أن نبي  الله رضي أنََسٍ  عَنْ 
وسلم كَانَ أرَاَد ان يَكْتُبَ إِلَ الْعَجَمِ فَقِيل لَهُ إِن  الْعَجَمَ لََ  

 
13 Moh. Mukhsinin S. & Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad 

Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal 

Ekonomi Islam 11 no. 1 (2019), 141 
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كِتَابًِ عَلَيْهِ خَاتِِ  فاَصْطنََعَ خَاتََاً مِنْ فِضَّةٍ قاَلَ   يَ قْبَ لُونَ إِلََّ 
)رواه مسلم( كَأَنِّ  أنَْظرُُ إِلَ بَ يَاضِهِ فِِ يدَِهِ     

Artinya :“Diriwayatkan dari sahabat Anas 

radhiallahu ‘anhu, suatu hari ketika 

Nabi Shallallahu‘alaihi wa salam 

hendak menuliskan surat kepada 

seorang raja non arab, maka dilaporkan 

kepadanya: Sesungguhnya raja-raja 

non arab tidak mau menerima surat 

yang tidak dibubuhi dengan stempel, 

maka beliaupun memesan agar ia 

dibuatkan cincin stempel dari bahan 

perak. Anas memisahkan : seolah-olah 

sekarang saya bisa melihat kemilau 

putih ditangan beliau.” (Riwayat 

Musim).14 

 

Perbuatan didalam hadist ini merupakan 

bukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah 

membuat akad Istishna' dan bukti bahwa akad 

Istishna adalah akad yang dapat diterima. 

Menurut madzhab Hanafi, akad Istishna' adalah 

akad terhadap sesuatu yang dapat 

dipertanggungkan dengan menepati syaratnya. 

Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum 

jual beli Istishna' dari Suhaib r.a bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang 

dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah 

 
14 Moh. Mukhsinin S. dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad 

Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal 

Ekonomi Islam 11 No. 1 (2019), 143. 
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(mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan 

untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)15 

Jual beli Istishna' termasuk dalam jual beli 

dengan pembayaran yang bisa ditangguhkan, 

maka berdasarkan dari hadist di atas dapat 

disimpulkan bahwa jual beli mendapat 

keberkahan. 

3) Ijma’ 

Menurut ulama Hanafiyah, akad Istishna' 

diperbolehkan berdasarkan istihsan. Masyarakat 

sudah sejak lama melakukan akad Istishna' ini 

tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga 

kemudian hukum diperbolehkan akad Istishna' ini 

termasuk digolongkan dalam ijma'. Dijelaskan 

dalam Hadis Riwayat Bukhari berikut ini : 

"Dari Abu Hazim, ia berkata : ada beberapa 

lelaki datang kepada Sahal bi Sa'ad yang 

menanyakan perihal mimbar, kemudia ia 

menjawab : Rasulullah SAW mengutus seorang 

perempuan yang telah diberi nama Sahal, 

"Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, 

untuk membuatkan aku mimbar dimana aku akan 

duduk di atasnya ketika saya memberikan nasehat 

kepada manusia." Maka aku memerintahkan 

padanya untuk membuat mimbar dari pohon 

kayu. Kemudian tukang kayu datang membawa 

mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada 

Rasulullah SAW maka beliau perintahkan 

padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk 

di atasnya." (H.R Bukhari, Kitab al-Buyu)16. 

 
15 Nur Azizah Fauziyyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna 

terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X”, Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2020), 221 
16 Betti Anggraini, dkk., Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan 
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F. Penelitian Relevan 

  Penelitian yang relevan ini membantu penulis untuk 

menemukan celah atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya 

yang bisa  dijadikan dasar untuk pengembangan penelitian baru. 

Dalam penelitian ini, penulis mengutip penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

Berikut adalah temuan penelitian relevan dan digunakan sebagai 

bahan penelitian untuk penulis.  

  Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Azwir 

(2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda 

Aceh (Analisis Terhadap UU NO.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian yang dilakukan Muhammad Azwi ini 

bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi jual beli yang 

digunakan dalam pemesanan barang pada konveksi kota Banda 

Aceh, dan mengetahui tentang perlindungan konsumen serta 

praktik pesanan barang di Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan 

hukum Islam. 

Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Azwir yaitu 

bahwa transaksi pemesanan barang di konveksi kota Banda Aceh 

menggunakan akad ba’i  istishna. Mekanisme perjanjian 

pemesanannya dilakukan dengan dua cara, pertama, mendatangi 

langsung penjual atau produsen pembuat pakaian. Yang kedua 

pemesanan dapat melalui telepon, internet dan via whatshaap 

dengan spesifikasi yang diinginkannya seperti ukuran, warna, 

desain dll. Rukun istishna pada konveksi ini telah sejalan dalam 

mekanisme transaksi pemesanan barang. Mekanisme 

pembayaran pada konveksi ini yaitu dapat dibayar di tempat 

maupun transfer melalui bank. Keterlambatan dalam pengerjaan 

 
Fiqih Muamalah, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 92 
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pemesanan ini merupakan wanprestasi bagi pihak konveksi. Hal 

ini menjadi peringatan bagi para pelaku usaha yang telah diatur 

dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

tentang tanggung jawab secara umum. Pada kenyataannya 

pemesanan baju di Konveksi Kota Banda Aceh ini masih 

mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan diawal. 

Maka hal ini sangat merugikan para konsumen.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Syafi’I Hidayat 

(2016), yang berjudul “Implementasi Akad Istishna Dalam Jual 

Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi (Studi 

Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan 

Ponggok)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk memfokuskan pada 

realitas empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Syafi’I Hidayat 

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad istishna Mazhab 

Syafi’I dan Mazhab Hanafi pada jual beli pemesanan mebel di 

UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten 

Blitar ini. Pada penelitian ini ketentuan barang yang dipesan oleh 

pembeli jelas kadar dan informasinya. Metode pembayarannya 

juga telah sesuai dengan akad isthisna yaitu dibolehkannya 

membayar dimuka, ditenggah maupun diakhir tergantung 

kesepakatan kedua belah pihak. Tidak terdapat unsur riba yang 

dapat membatalkan akad dan membuat haramnya praktek 

Istishna’.17 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arman Prabowo 

(2019) yang berjudul “Implementasi fatwa DSN-MUI NOMOR 

06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’ (studi kasus 

Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payungan Batu, Kecamatan 

Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode 

berfikir induktif. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai akad 

 
17 Syafi’I Hidayat “Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Mebel 

Tinjauan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH 

Desa Bendo Kecamatan Ponggok)”. 
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Istishna berdasarkan fatwa DSN-MUI NOMOR 

06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna. Pada konveksi 

Arda Jaya Tailor menggunakan konsep pesanan Istishna. Pada 

penelitian ini terjadi penjualan Kembali barang yang dipesan, 

yaitu pemesan menjual barang yang belum selesai pengerjaannya 

dari pihak konveksi kepada orang lain atau dalam hal ini pemesan 

enawarkan barang kepada orang lain hanya dengan menunjukkan 

spesifikasi pada barang yang dijual melalui gambar atau foto 

barang tersebut.jika ada yang tertarik maka pemesan barang akan 

memberikan tempo atau tanggal ketersediaan barang yang 

hendak dibeli oleh calon pembeli atau biasa disebut dengan PO 

(pre order). Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’.18 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Muslihah 

Azzahro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik 

Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedero Waru” (2018). 

Penelitian ini membahas tentang pemesanan sandal di home 

industry tersebut dan penggunaan hak merk. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa pemesanan sandal di home industry menurut 

akad Istishna dalam hukum islam rukun dan syaratnya sudah 

terpenuhi. Akan tetapi dalam usahanya terdapat pencurian hak 

merek pada yang berdasarkan Fatwa MUI 

No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak 

intelektual (HKI) hak tersebut dilarang. Pada penelitian ini 

memfokuskan pada pencurian hak merek yang dilakukan di home 

industry ini.19 

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

No Penulis dan Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

 
18 Arman Prabowo “implementasi fatwa DSN-MUI NOMOR 

06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’ (studi kasus Konveksi Arda Jaya 

Tailor Desa Payungan Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)” 
19 Indah Muslihah Azzahro (2018) “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik 

Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedero Waru”. 
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1. Muhammad Azwir 

(2018) yang berjudul 

“Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Implementasi Akad 

Pesanan Barang Di 

Konveksi Kota 

Banda Aceh 

(Analisis Terhadap 

UU NO.8 Tahun 

1999 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen)”. 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

penelitian 

kualitatif dan 

membahas 

masalah 

akad Istishna 

apakah 

sudah sesuai 

dengan 

hukum islam 

yang ada 

saat ini 

Pada objek 

penelitiannya, 

Muhammad 

Azwir 

menganalisis 

menggunakan 

Analisis 

Terhadap UU 

NO.8 Tahun 

1999 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen. 

Sedangkan 

penulis lebih 

menitik 

beratkan pada 

analisis 

menggunakan 

prespektif 

ekonomi 

syariah 

 

2. Syafi’I Hidayat yang 

berjudul 

“Implementasi Akad 

Istishna Dalam Jual 

Beli Mebel Tinjauan 

Mazhab Syafi’I dan 

Mazhab Hanafi 

(Studi Kasus Di UD 

CIPTA INDAH Desa 

Bendo Kecamatan 

Ponggok)” 

Sama-sama 

membahas 

tentang akad 

Istishna 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

serta 

membahas 

tentang 

permasalaha

n akad 

Pada 

penelitian 

Syafi’I 

Hidayat 

meniliti 

tentang akad 

Istishna 

dengan 

menggunakan 

prespektif 

Mazhab 

Syafi’I dan 

Mazhab 
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Hambali. 

Sedangkan 

penulis 

meneliti 

menggunakan 

prespektif 

hukum 

ekonomi 

syariah secara 

umum 

3. Arman Prabowo 

yang berjudul 

“implementasi fatwa 

DSN-MUI NOMOR 

06/DSN/MUI/IV/20

00 Tentang Jual Beli 

Istishna’ (studi kasus 

Konveksi Arda Jaya 

Tailor Desa 

Payungan Batu, 

Kecamatan Pubian, 

Kabupaten Lampung 

Tengah)”. 

Pada 

penelitian ini 

sama sama 

membahas 

akad Istishna 

dan tempat 

penelitianny

a juga sama 

sama di 

jahitan atau 

konveksi.  

Perbedaan 

pada 

penelitian ini 

bahwa dalam 

penelitian ini 

terjadi 

penjualan 

kembali 

barang yang 

dipesan, yaitu 

pemesan 

menjual 

barang yang 

belum selesai 

pengerjaannya 

dari pihak 

konveksi pada 

orang lain. 

Pada 

penelitian 

tersebut 

memfokuskan 

pada kasus 

terjadinya 

penjualan 
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kembali. 

Sedangkan 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada kasus 

kesalahan 

pada barang 

yang dipesan 

atau 

ketidaksesuaia

n dengan 

spesifikasi 

barang yang 

terjadi pada 

awal 

perjanjian. dan 

tentang uang 

muka pada 

pembayaran 

sebagai 

jaminan akad. 

4. Indah Muslihah 

Azzahro yang 

berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Dalam 

Praktik Pemesanan 

Sandal Home 

Industry Di Wedero 

Waru” 

Pada 

penelitian ini 

sama sama 

membahas 

tentang akad 

Istishna dan 

penelitianny

a pada usaha 

home 

industri 

Perbedaan 

pada 

penelitian ini 

adalah pada 

penelitian 

Indah 

Muslihah 

Azzahro ini 

terjadi 

pencurian hak 

merk. Mereka 

memfokuskan 

penelitian 

pada 
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pencurian hak 

merek. 

Sedangkan 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada 

permasalahan 

yang terjadi di 

usaha jaitan 

dan tentang 

hak khiyar 

atau hak 

konsumen 

untuk 

melanjutkan 

atau 

membatalkan 

jual beli 

tersebut. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan normatif empiris. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk memahami fenomena secara mendalam melalui 

pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analisis 

berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan.20 Pendekatan 

normatif empiris menggabungkan kajian normatif terhadap 

peraturan perundang-undangan (aspek hukum yang berlaku) 

dengan kajian empiris melalui pengamatan terhadap realita 

yang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan pengertian 

tersebut, penelitian ini mendatangi objek dan melihat 

 
20 Bahder Johan Nasution, Metode Peneitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar 

Maju, 2008), h.124. 
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langsung implementasi akad Istishna’ dalam pemesanan baju 

di Kota Pekalongan, menganalis kesesuaian praktik di 

lapangan dengan teori KHES dan Fatwa DSN-MUI. 

Penelitian ini berguna untuk memahami dan menganalisis 

kesesuaian praktik akad Istishna’ dalam pemesanan baju di 

usaha jahitan Jenggot Kota Pekalongan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data primer 

yaitu sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data sebagai sumber informasi.. Data primer 

dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan langsung di lapangan. Sumber data primer 

pada penelitian ini adalah keteragnan dari pemilik toko 

baju dan pembeli. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul 

data primer atau pihak lain. Jadi data sekunder merupakan 

data yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

responden yang diselidiki dan merupakan pendukung 

bagi penelitian yang dilakukan. Bahan-bahan hukum 

yang dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, 

artikel, junal, karya ilmiah dan majalah terkait dengan 

permasalahan21 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung 

kegiatan operasional di usaha jahitan di Kota Pekalongan, 

termasuk proses pemesanan, pembuatan produk, dan 

bentuk transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. 

 
21 Notoatmodjo, S. (2018) Metodologi Penelitian Kesehatan. 3rd edn. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
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Observasi ini dilengkapi dengan pencatatan-pencatatan 

lapangan untuk memperoleh data mengenai kondisi 

nyata, sistem kerja, serta implementasi akad yang 

digunakan. Teknik ini berguna untuk memperkuat data 

dari hasil wawancara dan memberikan gambaran faktual 

yang terjadi di lapangan. Adapun kriteria informan dalam 

observasi ini adalah pengusaha jahitan yang beragama 

Islam, telah menjalankan usahanya minimal selama 5 

tahun, dan memiliki minimal 2 orang karyawan. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada 

tiga informan yang terkait langsung dengan praktik akad 

Istishna’ di usaha jahitan Kota Pekalongan, yaitu pemilik 

usaha, satu orang karyawan bagian produksi, dan satu 

orang konsumen. Teknik ini memungkinkan peneliti 

memperoleh informasi secara langsung dan mendalam 

mengenai proses pemesanan, pelaksanaan akad, serta 

pemahaman pelaku usaha terhadap hukum ekonomi 

syariah. Keunggulan metode ini adalah dapat menggali 

data yang lebih kaya dan kontekstual, meskipun tetap 

memerlukan hubungan yang baik antara pewawancara 

dan responden agar hasil yang diperoleh valid dan 

objektif. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, 

mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur 

seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain 

yang relevan dengan tema penelitian. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh landasan teori mengenai 

akad Istishna, konsep hukum ekonomi syariah, serta 

teori-teori lain yang mendukung analisis data lapangan22. 

4. Teknik analisis data 

 
22 Sujarweni, V. W. (2014) Statistik Untuk Kesehatan. 1st edn. Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media. 26. 
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Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis 

data kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data data 

yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara 

umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Analisis 

data ini diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan 

yang dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain 23. 

Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah 

Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Data yang telah diredukasi memberikan 

gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data 

b. Paparan atau penyajian data 

Pemaparan data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun dan memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

diakukan untuk dapat melihat gambaran keseuruhan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang 

menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis 

data.24 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka 

peneliti menggunakan sistematika penlisan sebagai berikut: 

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan 

 
23 Sugiyono, (2019), Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan 

R&D. Bandung: ALFABETA. 43. 
24 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar, (Jakarta: 

Kebijakan Publik dan Ilmu), hlm. 91. 
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terarah, adapaun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang gambaran 

umum dari permasalahan yaitu membahas  akad Istishna yang 

digunakan pada pemesanan baju di usaha jahitan Kota 

Pekalongan apakah sudah sesuai dengan Pandangan Ekonomi 

syariah. Dalam Bab Pendahuluan ini meliputi Latar belakang, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 

Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.  

Bab II Kerangka Teori, membahas uraian dan penjelasan 

mengenai pengertian yang berhubungan dengan penelitian, mulai 

dari pengertian jual beli, pengertian akad Istishna, hak konsumen 

dalam akad istisna, berbagai dasar hukum berkaitan dengan 

penerapan akad Istishna. 

Bab III Bagian ini merupakan hasil penelitian di lapangan 

yaitu membahas praktik pemesanan baju pada usaha jahitan di 

Jenggot Kota Pekalongan. Adapun pembahasannya meliputi, 

Gambaran umum objek penelitian, praktik pemesanan baju pada 

usaha jahitan di Jengot Kota Pekalongan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini 

menjelaskan uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti 

terhadap data-data atau bahan-bahan hukum akad Istishna yang 

terjadi pada pemesanan baju di Usaha Jahitan di kota Pekalongan. 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam 

penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat 

disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa 

rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai 

dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk dan Mekanisme Akad Pemesanan Baju 

Penerapan akad pemesanan baju yang dilakukan oleh pelaku 

usaha jahitan di Jenggot, Kota Pekalongan, seperti pada usaha 

HM Design dan Jahitan Saerah, menunjukkan bahwa bentuk 

akad yang digunakan mengarah pada akad Istishna’. 

Mekanisme pemesanan dilakukan secara lisan maupun 

melalui media elektronik (chat), dengan kesepakatan awal 

antara penjual dan pembeli mencakup jenis, model, bahan, 

dan ukuran pakaian. Pemesanan di HM Design dilakukan 

secara offline maupun online, sementara di Jahitan Saerah 

sepenuhnya dilakukan secara offline. Meski tanpa kontrak 

tertulis, terdapat proses kesepakatan harga, spesifikasi 

produk, dan estimasi waktu penyelesaian sebelum proses 

produksi dimulai. 

2. Kesesuaian dengan Prinsip Akad Istishna’ dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah 

Praktik akad pemesanan baju oleh pelaku usaha di Jenggot 

telah memenuhi prinsip-prinsip akad Istishna’ dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah, sebagaimana diatur 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan 

Fatwa DSN-MUI. Rukun dan syarat akad seperti adanya 

pihak berakad (al-‘aqidain), objek pesanan (mashnu’), 

kejelasan spesifikasi, serta kesepakatan harga telah terpenuhi. 

Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada aspek 

dokumentasi tertulis dan penetapan waktu penyelesaian 

secara eksplisit, yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. 

Permasalahan seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian 

hasil pesanan masih terjadi. Dalam praktiknya, penyelesaian 

dilakukan melalui musyawarah antara penjual dan pembeli. 

Untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, perlu 

ditegaskan bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian, pihak 

penjahit bertanggung jawab penuh atas penyelesaiannya. 
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Dengan demikian, implementasi akad Istishna’ dalam skala 

usaha kecil ini tetap dapat diterima secara syar’i, selama 

menjaga prinsip kejelasan akad, amanah, dan tanggung 

jawab.. 

B. Saran 

1. Bagi Pelaku Usaha 

Disarankan untuk mulai menerapkan dokumen akad 

sederhana secara tertulis, minimal dalam bentuk nota pesanan 

atau bukti chat yang dicetak sebagai arsip, guna menghindari 

sengketa. Penetapan waktu penyelesaian dan ketentuan DP 

juga perlu dicantumkan secara tertulis agar tidak 

menimbulkan salah paham. 

2. Bagi Konsumen 

Diharapkan menyampaikan spesifikasi pesanan secara 

lengkap dan tertulis (terutama dalam pemesanan online), 

serta memahami hak dan kewajiban dalam akad Istishna’, 

termasuk ketentuan tentang hak khiyar jika barang tidak 

sesuai pesanan. 

3. Bagi Lembaga Syariah dan Pemerintah Daerah 

Diperlukan edukasi dan pendampingan muamalah syariah 

bagi pelaku UMKM, termasuk pelatihan pembuatan akad 

sederhana berbasis syariah dan pemahaman hukum ekonomi 

Islam praktis. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

membandingkan praktik akad Istishna’ pada usaha di sektor 

lain seperti pembuatan furnitur atau catering, serta 

mengevaluasi pemahaman pelaku usaha terhadap fiqh 

muamalah secara lebih mendalam. 
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